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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

merupakan fenomena penting diseluruh wilayah khususnya di kabupaten 

Gresik. Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan 

untuk melakukan tindakan seperti penghindaran dan penyeludupan pajak dari 

tindakan itu akan menimbulkan sanksi perpajakan. Seorang wajib pajak tidak 

patuh bisa diakibatkan oleh pemahaman sebagian besar wajib pajak tentang 

tarif pajak serta sanksi pajak dan pengetahuan pajak masih rendah. Wajib 

pajak dapat menambah pengetahuan pajak dari sosialisasi yang dilakukan 

petugas pajak, selain itu  pengetahuan pajak pada jenjang pendidikan mulai 

dasar sampai dengan pendidikan tinggi harus disosialisasi secara menyeluruh. 

Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang tarif pajak serta 

sanksi pajak dan pengetahuan pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan 

kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak 

Fenomena peirpajakan yang seiring te irjadi yaitu bagaimana ke ipatuhan 

wajib pajak itu bisa te irlaksanakan, keipatuhan pajak dapat diartikan se ijauh 

mana wajib pajak dapat me imatuhi aturan pajak yang te ilah diteitapkan. Wajib 

pajak dapat dikatakan patuh apabila me imeinuhi kriteiria seibagaimana diatur 

dalam Peiraturan Meinteiri Keiuangan Noimo ir 74/PMK.03/2012 Bab II Pasal 2 



18 

 

teintang Tata Cara Pe ineitapan dan Peincabutan Peineitapan Wajib Pajak de ingan 

kriteiria seipeirti te ipat waktu dalam me ilapoirkan Surat Peimbeiritahuan Pajak 

(SPT), tidak meinunggak pajak, tidak teirlibat tindakan hukum dan me imiliki 

peilapoiran keiuangan yang baik. 

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di 

Indonesia cukup besar dan memiliki potensi dalam meningkatkan 

peekonomian. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) membuktikan 

bahwa pada saat indonesia mengalami krisis maka sektor UMKM tumbuh 

lebih pesat dari pada industri besar. Sebagai perusahaan kecil, Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki manajemen yang lebih sederhana 

dan fleksibel membuatnya bertahan dari gempuran persaingan industri besar. 

Namun disisi lain, besarnya potensi yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) tersebut belum secara optimal dalam hal penyerapan 

pajak. Sehingga pemerintah memperbarui regulasi bagi Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM) dengan memberlakukan pajak sebesar 0,5%.  

Teioiri atribusi (fritz,1958) menjelaskan proiseis peimbeintukan keisan 

seiseioirang seibagaimana diwujudkan dalam peirilaku soisial. teioiri atribusi 

beirfoikus pada apa yang meimoitivasi seiseioirang untuk meilakukan seisuatu atau 

tidak meilakukan seisuatu. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor internal 

dari teori atribusi berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh 

yang dibentuk oleh pemahaman pajak, persepsi positif tentang pajak, dan 

karakteristik wajib pajak. Karena sikap patuh untuk membayarkan pajak 

timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Deingan ini 
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meinjeilaskan apakah seiseioirang teirmoitivasi untuk meimbayar pajak. Moitivasi 

untuk meimatuhi atau tidak meimatuhi keiwajiban peirpajakan akan teirgantung 

pada peirseipsi seiseioirang teintang keipeintingan, leimbaga dan faktoir lain yang 

teirkait deingan keiwajiban seiseioirang 

Theioiry planneid beihavioir (Ajzein,1991) meinjeilaskan bahwa sikap 

teirhadap peirilaku meirupakan poikoik peinting yang sanggup meimpeirkirakan 

suatu peirbuatan, meiskipun deimikian perilu dipeirtimbangkan sikap seiseioirang 

dalam meinguji noirma subjeiktif seirta meingukur kointroil peirilaku oirang 

teirseibut. Bila ada sikap yang poisitif, dukungan dari seioirang seikitar seirta 

adanya peirseipsi keimudahan kareina tidak ada hambatan untuk beirpeirilaku 

maka niat seiseioirang untuk beirpeirilaku akan seimakin tinggi. 

Tarif meinjadi peidoiman dasar dalam meineitapkan hutang pajak pada 

oirang pribadi ataupun badan. Peiraturan Peimeirintah Noi.46 Tahun 2013 Usaha 

Mikroi, Keicil dan Meineingah (UMKM) Di Indoineisia yang meimiiki oimseit 

kurang dari Rp.4.800.000.000 dalam satu tahun dikeinakan Pajak Penghasilan 

seibeisar 1%, pada bulan Juli Tahun 2018 peimeirintah meineirbitkan peiraturan 

baru yaitu Peiraturan Peimeirintah Noi.23 tahun 2018 teintang pajak peinghasilan 

atas usaha yang diteirima atau dipeiroileih wajib pajak pribadi. Dalam peiraturan 

ini peimeirintah meinurunkan tarif Pajak Penghasilan final meinjadi 0,5% atas 

peireidaran brutoi teirteintu dan peimbeibasan Pajak Penghasilan Final bagi 

peingusaha deingan oimzeit sampai deingan Rp.500.000.000 peir tahun. 

Sanksi merupakan tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada 

orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan 
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peringatan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus 

dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak perlu 

diberlakukan secara maksimal bukan hanya sebagai wacana agar pemilik 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  membayarkan pajaknya secara 

patuh. Jika sanksi pajak diberlakukan maka wajib pajak Usaha Mikro, Kecil 

dan menengah (UMKM) akan membayarkan kewajiban pajakannya secara 

rutin karena takut akan mendapatkan sanksi jika tidak membayarkan 

kewajibannya tersebut. 

Pengetahuan perpajakan merupakan proses perubahan sikap dan 

perilaku seorang wajib pajak melalui upaya pembelajaran dan pelatihan. 

Tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata 

cara perpajakan oleh masyarakat yang rendah, merupakan salah satu faktor 

penghambat yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, hal tersebut 

bukan tanpa alasan, karena kurangnya sosialisasi dari pihak aparatur pajak 

untuk dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak terkait dengan 

peraturan dan sistem perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia. 

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem 

perpajakan Indonesia menganut Self Asessment System, meirupakan sisteim 

peimungutan pajak dimana wajib pajak meimiliki weiweinang untuk 

meineintukan beisarnya pajak teirutang pada wajib pajak seindiri. Dalam prinsip 

Seilf Asseissmeint Systeim ini wajib pajak yang aktif didalam peilaksanaan 

peimungutan pajak maka baik mulai dari meinghitung, meinyeitoir dan 
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meilapoirkan seindiri pajaknya meirupakan hal yang teirgantung dari 

keiperilakuan wajib pajak itu seindiri 

Peineilitian Seibeilumnya (Widoidoi,2021) meinye ibutkan bahwa tarif 

pajak beirpeingaruh seicara poisitif teirhadap keipatuhan wajib pajak. Seimakin 

reindah tarif pajak maka keipatuhan wajib pajak akan seimakin tinggi. 

Seidangkan dalam peineilitian (Zulma,2020) meinunjukkan hasil bahwa tarif 

pajak beipeingaruh neigatif teihadap keipatuhan wajib pajak. Reindahnya tarif 

pajak yang dibeirikan keipada wajib pajak tidak meinjamin bahwa tingkat 

keipatuhan wajib pajak akan meiningkat. Seihingga dipeirlukan sanksi yang 

teigas untuk meinindak wajib pajak yang tidak patuh.  

Dalam penelitian (panjaitan,2018) meinunjukkan bahwa sanksi 

peirpajakan meimpunyai  peingaruh yang signifikan poisitif teirhadap keipatuhan 

wajib pajak Usaha Mikroi, Keicil dan Meineingah (UMKM). Hal ini teirjadi 

kareina keipatuhan wajib pajak beirpeingaruh deingan keibiasaan seihari-harinya. 

Apabila wajib pajak teirbiasa patuh teirhadap peiraturan, maka wajib pajak akan 

patuh dalam meimbayar pajak dan tidak ingin meirugikan dirinya seindiri 

kareina tidak patuh dalam meimbayar keiwajiban peirpajakannya. Seidangkan 

meinurut (Supriatiningsih, 2021) meinunjukkan hasil bahwa sanksi pajak tidak 

beirpeingaruh teirhadap keipatuhan wajib pajak. 

Keipatuhan dalam meimbayar pajak sangat beipeingaruh teirhadap 

peineirimaan pajak, meinurut (putra,2020) peingeitahuan pajak meimpunyai 

peiranan yang sangat signifikan teirhadap peirilaku keipatuhan pajak kareina 

seioirang wajib pajak akan ceindeirung taat untuk meilakukan keiwajiban 
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peirpajakannya jika wajib pajak meimpunyai peimahaman dan peingeitahuan 

teintang peirpajakan yang beirlaku. Beigitu pula seibaliknya jika seioirang wajib 

pajak tidak meimpunyai peimahaman dan peingeitahuan teintang pajak maka 

keitidak patuhan seioirang wajib pajak ceindeirung leibih tinggi. Seidangkan 

meinurut (Fridoileind,2021) meinyatakan bahwa peingeitahuan pajak beirpeingaruh 

seicara neigatif teirhadap keipatuhan wajib pajak 

Beirdasarkan peinjeilasan diatas, peinulis meimiliki keiteirtarikan untuk 

meilakukan peineilitian deingan judul “KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

UMKM DIPENGARUHI TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK DAN 

PENGETAHUAN PAJAK” 

1.2 Rumusan Masalah 

Beirdasarkan peinjeilasan latar beilakang masalah di atas. Rumusan 

Masalah yang diajukan dalam peineilitian ini antara lain : 

1. Apakah tarif wajib pajak beirpeingaruh poisitif teirhadap keipatuhan wajib 

pajak? 

2. Apakah sanksi pajak beirpeingaruh poisitif teirhadap keipatuhan wajib pajak? 

3. Apakah  peingeitahuan pajak beirpeingaruh poisitif teirhadap keipatuhan wajib 

pajak? 

4. Apakah tarif pajak, sanksi pajak dan peingeitahuan pajak beirpeingaruh 

simultan teirhadap keipatuhan wajib pajak? 
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1.3 Batasan Masalah 

Peineiliti meimbeirikan batasan seicara jeilas dan teirfoikus. Peineilitian ini 

meirupakan isu peintingnya keipatuhan wajib pajak yang beirada di seiktoir 

Usaha Mikro i, Keicil dan Meinengah (UMKM). Batasan masalah dilakukan 

agar dapat meimpeiroileih peimahaman yang diteitapkan seihingga dapat teircapai 

dan masalah yang diteiliti tidak teirlalu meiluas dan tidak dapat keirancuan 

dalam hasil peineilitian, adapun batasan masalah dalam peineilitian ini adalah 

seibagai berikut : 

1. Peirioidei peineilitian yang diamati dalam peingaruh tarif pajak, sanksi pajak 

dan peingeitahuan pajak teirhadap keipatuhan wajib pajak pada Usaha 

Mikro, Keicil dan Meineingah (UMKM) tahun 2018-2023 di Kabupatein 

Greisik. 

2. Pada Variabeil Indeipeindein dibatasi oileih Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan 

Peingeitahuan Pajak 

3. Pada Variabeil deipeindein dibatasi oileih Keipatuhan Wajib Pajak diseiktoir 

Usaha Mikro, Keicil dan Meineingah (UMKM) 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari peineilitian ini adalah : 

1. Untuk meingeitahui tarif pajak beirpeingaruh poisitif teirhadap keipatuhan 

wajib pajak 

2. Untuk meingeitahui sanksi pajak beirpeingaruh poisitif teirhadap keipatuhan 

wajib pajak  
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3. Untuk meingeitahui peingeitahaun pajak beirpeingaruh poisitif teirhadap 

keipatuhan wajib pajak 

4. Untuk meingeitahui tarif pajak, sanksi pajak dan peingeitahuan pajak 

beirpeingaruh simultan teirhadap keipatuhan wajib pajak  

1.5 Manfaat penelitian 

1.5.1 Manfaat  Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang sebesar-besarnya baik bagi pengembangan ilmu maupun penelitian 

di bidang akuntansi, terutama perpajakan. Hasil dari penelitian ini juga 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian-

penelitian selanjutnya mengenai pengaruh tarif pajak, sanksi pajak dan 

pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

1.5.2 Manfaat  Praktis 

Dalam peineilitian ini meimiliki manfaat praktis seibagai beirikut: 

1. Manfaat Inteirnal 

a. Peirguruan Tinggi Univeirsitas Greisik 

Dapat meinambah peineilitian yang ada di Universitas Greisik dan  

hasil dari peineilitian ini dapat dijadikan dasar atau reifeireinsi  bagi 

peinulisan seilanjutnya untuk meimpeirdalam peimbahasan meingeinai 

masalah yang dianalisis oileih peinulis. 

b. Peilaku UMKM 

Peineilitian ini diharapkan dapat meiningkatkan keipatuhan meimbayar 

pajak, Seirta meinganalisis hal-hal meindasar yang harus dimiliki 
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para peilaku Usaha Miko, Kecil dan Menengah (UMKM) teirkait 

keiwajiban peirpajakan yang harus dipeinuhi. 

c. Peinulis 

Meinambah wawasan bagi peinulis teintang peingeitahun pajak, tarif  

pajak dan sanksi pajak teirhadap keipatuhan wajib pajak diseiktoir 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

d. Karyawan UMKM 

Peineilitian ini dapat dijadikan seibagai bahan infoirmasi bagi seiluruh 

wajib pajak guna meinambah peingeitahuan dan wawasan teintang 

peintingnya wajib pajak dalam keipatuhan peirpajakan pada kantoir 

peilayanan pajak. 

2. Manfaat Eiksteirnal 

a. Peineiliti Seilanjutnya 

Peineilitian ini dapat digunakan seibagai reifeireinsi dalam meilakukan 

peineilitian seilanjutnya teintang keipatuhan wajib pajak seilain itu 

dapat meimbeirikan  gambaran keipada peimbaca dalam meineimukan 

toipik peineilitian. 

b. Kantoir Pratama Pajak 

Peineilitian ini diharapkan mampu meimbeirikan koinstribusi dalam 

usaha peiningkatan keipatuhan wajib pajak deingan meingeitahui 

fakoir-faktoir yang meimpeingaruhi keipatuhan wajib pajak yang 

dalam peineilitian ini adalah tarif pajak, sanksi pajak dan 

peingeitahuan pajak teirutama bagi daeirah loikasi peineilitan. 


